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I. PENDAHULUAN

Sistem sosial masyarakat Indonesia belum terlepas dari  pengaruh 
tatanan tradisionalnya1. Hegemoni kelompok kelas menengah 
atas dalam berbagai keputusan pembangunan masih kuat. Tu-
ju annya, memenuhi kebutuhan eksistensi2. Adapun kelompok 
kelas bawah, seperti orang miskin, komunitas adat terpencil, 
penyin tas, dan difabel berusaha memenuhi kebutuhan dasar3. 
Aktualisasi kedua kelompok ini menjadi persoalan kebudayaan 
lokal yang memiliki dimensi emik (native point of view)4. Di-
mensi ini diartikan deskripsi dan cara pandang masyarakat yang 
mengacu pada kekhasan budaya (culture-specific). Pemahaman 
atasnya memerlukan metode grounded induktif. Keadaan ini se-
makin pelik saat berhadapan dengan kebudayaan luar (liyan), 
seperti pembangunan, kebijakan, dan program yang memiliki 
dimensi etik (scientist’s viewpoint)5. Dimensi ini adalah sudut 
pandang luar yang berjarak (peneliti/aktor kebijakan) untuk 
menjelaskan fenomena. Etik mengacu prinsip universal yang 
dilansirkan pada nilai umum (deduktif). 

Fenomena liyan menunjukkan ketidaksinkronan antara satu 
dan lainnya sehingga banyak kebijakan dan program bertum pang 
tindih dan tidak efektif6. Terlebih jika kepentingan elektoral ikut 
merumuskan sasaran dan target tertentu7. Pembangunan terjebak 
ke ritual prosedural8 yang bertumpu pada soal administrasi dan 
penyerapan dana. Proses ini terlihat pada mekanisme formal 
tanpa peduli atas dimensi emik. Dimensi ini tidak lepas dari ma-
salah, khususnya terkait relasi dan hegemoni sosial, tetapi tidak 
sebesar dimensi etik kebijakan yang tertuju pada keselarasan 
dan keutuhan ide, tuju an serta keahlian agen pembangunan9. 
Masalah etik lainnya, pembangunan harus memenuhi syarat 
legal administratif dan saran akademisi tekno kratis-formalistik. 
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Pemerintah, akademisi, dan para agen akan mengutamakan data 
solid, logosentrisme statistik, dan rasionalitas dalam keputusan. 
Mereka pun terjebak kembali pada ‘formalitas akademis’10, dan 
menafikan kearifan lokal yang penuh virtue ethic11. Padahal, 
kebudayaan ini terbukti memantik strategi bertahan hidup12.

Pembangunan sebagai dimensi etik dan sistem sosial sebagai 
dimensi emik memiliki persoalan dan paradoksnya, terlebih saat 
keduanya saling berhadapan. Dimensi etik dengan seperangkat 
tujuan dan pelaku diatur secara struktural, dan dimensi emik 
yang bertujuan kolektif dengan perangkatnya yang ditetapkan 
secara kultural. Dua paradoks bersifat internal, yaitu (i) paradoks 
pelaku budaya serta (ii) paradoks kebijakan dan program. Satu 
paradoks tambahan bersifat eksternal, yaitu saat kebudayaan 
lokal dan kebijakan saling berhadapan yang berubah menjadi 
paradoks pembangunan. 

Tiga paradoks tersebut kurang diperhatikan pemerintah dan 
akademisi formal. Mereka berpegang pada dimensi etiknya, 
bahwa keberhasilan pembangunan melalui kebijakan bertumpu 
pada ritual prosedural dan formalitas akademisi yang tersirat 
dalam keutuhan data dan penjabaran langkah pembangunan. 
Ketidakmampuan memosisikan ketiga paradoks tersebut secara 
tepat mengakibatkan ketimpangan. Kenyataan ini diperkuat 
oleh kepentingan pasar, di mana si miskin diposisikan sebagai 
pihak pemanggul beban dari apa yang disebut partisipasi. 
Kegotongroyongan dianulir sebagai cara si miskin mengakses 
kebijakan13.

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko 
Widodo menggelontorkan dana sangat besar14, tetapi kurang 
mengangkat kelompok bawah untuk tidak berhenti pada tahap 
basic needs. Target Sustainable Development Goals (SDGs) 
belum banyak tercapai15. Ada masalah saat negara “memajukan 
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kesejahteraan dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia” dengan berbagai kebijakan, tetapi sebagian rakyat 
masih tetap berada pada kerentanan dan keterbatasannya16. Para-
doks ini dapat dipetakan, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan 
solusi atas dasar elaborasi perspektif emik dan etik oleh peneliti 
yang menggunakan pendekatan dan metode etnografi. 

Etnografi yang dimaksud adalah “Etnografi Post-Kritis” 
yang mengelaborasi tradisi etnografi realis dan kritis17. Ada dua 
karakter pendekatan etnografi “post-kritis”. Pertama, kedekatan 
personal dan jalinan komunitas yang dibangun berdasar empati 
dan simpati. Dua sifat rapport itu adalah kunci pemahaman men-
dalam. Empati adalah kemampuan mental menyadari perasaan 
untuk membantu. Adapun simpati diartikan sebagai perasaan 
belas kasih atas kejadian. Empati dan simpati akan muncul saat 
peneliti berada langsung pada kelompok subjek. Keduanya 
dikapitalisasi dengan proses relativisme subjektivitas. Kedua, 
kekuatan data etnografis hasil elaborasi emik dan etik diajukan 
dalam (i) identifikasi kebutuhan; (ii) strategi pelaksanaan; (iii) 
sistem pengawasan; (iv) skenario pembangunan keberlanjutan.

Etnografi ‘Post-Kritis’ dapat menjadi jembatan emas di 
antara dua tempat (al-manzilatu bainal manzilataini)18. Prinsip 
etnografi ‘Post-Kritis’ berusaha meng angkat perspektif emik 
kebudayaan lokal di tengah tujuan dan perspektif etik. Ia 
menga tasi paradoks internal dan eksternal kebudayaan diri atau 
liyan. Kekuatan empati dan simpati yang bersifat relativisme 
subjektivitas menjadi ciri atau novelty etnografi “Post-Kritis”. 
Sebelumnya, etnografer bertumpu pada ‘kepentingan penelitian’ 
atas subjek. Dengan landasan ini, ada usaha elaborasi emik dan 
etik dalam bahasa teknis kebijakan19. Tujuannya mengangkat sis-
tem sosial budaya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijak an 
dan program, tanpa harus menghilangkan tujuan pembangun an 
sekaligus tanpa mengurangi kritisisme kelompok gerakan sosial 
baru dalam perjuangan keadilan sosialnya.
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II. PARADOKS KEBIJAKAN DAN KEBUDAYAAN 

Pasca-kolonisasi, Indonesia secara resmi menjadi negara yang 
memiliki tujuan. Pencapaiannya dilakukan dengan kebi jakan 
sen tralisasi pada masa Orde Lama dan Orde Baru serta arah 
pembangun annya (GBHN, Rapelita, dan Trilogi).  Kebijakan ini 
diubah saat Reformasi dengan desentralisasi  dianggap seba gai 
cara pemerataan20. Semangatnya bertumpu pada visi-misi pre-
siden yang dituangkan dalam kebijakan. Presiden SBY dengan 
Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, 
dan Joko Widodo dengan Nawacita-nya. Semua visi didukung 
dana ribuan triliun21. Namun, kesejahteraan belum  meningkat 
dan tidak merata. Hal ini terjadi karena kebijakan sering meng-
uap, sekadar ritual prosedural dan uji coba relasi  formalis 
akademisi- teknokrat22. Dimensi emik dieksklusi dan aspek etik- 
normatif dianggap dapat memenuhi target kebijakan. 

Sekalipun ada musyawarah perencanaan pembangunan 
(Musrenbang), tidak serta-merta menjadi sarana dialog emik 
kebudayaan dan etik kebijakan. Musrenbang hanya menjadi 
sarana sosialisasi dan penguatan semangat ritual prosedural dan 
formalisme akademik aktornya. Dengan kondisi itu, pendekatan 
etnografi ‘post-kritis’ yang dituangkan dalam strategi dan model 
pada laporan teknis, opini, abstraksi, dan tulisan ilmiah dapat 
mengafirmasi penyusun dan pelaksana dapat mengakomodasi 
dimensi emik pada kebijakan.

2.1 Paradoks Kebijakan-Kebudayaan: Perspektif Teoretis 
Pembangunan yang dituangkan dalam kebijakan dan program 
ada lah media pencapaian tujuan bernegara. Pembangunan  ti dak 
semata ekonomi, politik, atau alih teknologi, tetapi sarat  aspek 
sosial budaya23. Sayangnya peme rintah dan akademisi  ritual Bu

ku
 in

i t
id

ak
 d

ip
er

ju
al

be
lik

an
.



5

pro sedural terjebak pada konsep pembangunan berbasis data 
kuanti tatif deduktif yang bernilai ekonomi politik. Keadaan ini 
terlihat pada kepatuhan atas konsep tahapan pembangunan24. 
 Istilah negara maju, negara ketiga, dan negara terbelakang pun 
muncul. Semua negara dan entitasnya berusaha melepaskan diri 
dari posisi terbelakang. Pergolakan ini ditegaskan Sen25 sebagai 
development paradox, suatu rujukan timpangnya pembangunan 
antara negara maju dan berkembang serta antara desa dan kota. 

Istilah negara ketiga yang melekat pada negara lemah eko-
no mi dan terikat kebudayaan sebagai terma bentukan demi 
ke pentingan ekonomi politik formalistik. Artinya masyarakat 
negara ketiga yang mempraktikkan kebudayaan lokal dianggap 
baru di tahap pertama dan kedua26. Bangunan konsepsi seperti ini 
lahir dari teori ekonomi makro yang bersandar pada peran pasar 
dalam alokasi sumber daya dan persepsi kebijakan. Jika kebu-
dayaan menjadi bagian kebijakan ekonomi makro, ia  diartikan 
oleh para aktor kebijakan secara artifisial parsial. Akibatnya, 
ke bu dayaan sekadar pemoles kebijakan, bahwa negara seolah 
peduli atas kebudayaan lokal warga negaranya.

Paradoks pembangunan akan melahirkan kesenjangan 
eko nomi, ketidakadilan, dan krisis moral27. Hal ini disebabkan 
pembangunan hanya dilihat dari aspek ekonomi dan hegemoni. 
Virtue ethic kebudayaan yang seharusnya menjadi pedoman jus-
tru ditinggalkan. Dalam konteks internasional, bushido Samurai 
diakomodasi sebagai nilai kerja dan berdaya saing Jepang28. 
Pada konteks Indonesia, siri’na pacce Bugis dapat dikemas 
sebagai mekanisme sosial mencipta insan unggul. Karenanya, 
meninggalkan dimensi emik kebudayaan berarti mengantarkan 
pembangunan pada proses kegagalan.

Model pembangunan (i) didasarkan pemahaman utuh 
kebu     tuhan nasional; (ii) bergerak pada kecepatan; (iii) menuju 
tujuan yang dipersepsikan29; (iv) pertumbuhan ekonomi; serta Bu

ku
 in

i t
id

ak
 d

ip
er

ju
al

be
lik

an
.



6

(v) pembangunan berkeadilan dan tidak merusak30. Aspek pe-
ma  haman utuh dan persepsi secara eksplisit memberi posisi 
bagi kebudayaan dalam pembangunan. Terlebih kebudayaan 
menjadi modal sosial31 dan dapat difungsikan secara baik dan 
berimbang bagi kepentingan subjek, termasuk aktor produsen 
dan perantara budaya yang dalam konteks kebijakan ditugaskan 
menjadi perancang dan pelaksana kebijakan. Kebudayaan akan 
menjadi media penyeimbang berbagai kekuatan sosial politik 
yang ada dalam arus kebijakan. Jika terjadi kekuatan sosial yang 
tidak berimbang, ia akan menyebabkan kegagalan negara dan 
(termasuk) pasar untuk mewujudkan kesejahteraan32.

Pemahaman kebudayaan dilakukan untuk mendukung 
ke    bi  jakan anti kesenjangan dan pro-kesejahteraan. Elaborasi 
emik nya akan menghantarkan ke pembangunan alternatif yang 
bertumpu pada keberpihakan dan pemberdayaan. Kemampuan 
memantik keduanya adalah jembatan emas pembangunan yang 
menyejahterakan. Dalam kerangka itu, berbagai input seperti 
dana, prasarana, dan sarana yang dialokasikan program perlu di-
tempatkan sebagai stimulus kegiatan sosial ekonomi. Proses ini 
adalah paradigma pembangunan alternatif yang berorientasi pada 
masyarakat, pemberdayaan, partisipasi, dan  berkelanjutan33.

Di Indonesia, pembangunan alternatif tentu disesuaikan 
 dengan konteks masyarakatnya, yaitu mengangkat virtue ethic 
pada kebudayaan untuk kebijakan. Elaborasi kebudayaan lokal 
dalam kebijakan memungkinkan pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan. Pertemuan kebudayaan dengan dimensi emik 
dan kebijakan dengan dimensi etiknya dapat dijelaskan dan 
diberi solusi strategisnya melalui pendekatan etnografi post- 
kritis. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak semata bertumpu 
pada angka dan perspektif deduktif dari logosentrisme evolutif 
menjadi negara maju. Logos dibalik statistik34 diubah menjadi 
cara pandang mengangkat worldview dalam melihat kebijakan. Bu
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Kebudayaan tidak akan bersifat artifisial dan komodifikasi 
sekadar pemberi nilai tambah, tetapi pada nilai substantif. Ia 
menjadi nilai dan alat kebijakan hingga paradoks pembangunan 
dan kebudayaan dapat teratasi. Kebudayaan menjadi hidup dan 
termanfaatkan. Selain itu, pembangunan akan mencapai target 
kesejahteraan dan keadilan sosial. Kebudayaan lokal menjadi 
‘kebudayaan universal’35, di tengah perumusan dan  implementasi 
kebijakan. Dengan etnografi post-kritis, logosentrime statistik 
akan sejajar dengan basis dasar simpati dan empati substantif 
kualitatif saat menggerakkan kebijakan.

2.2 Mengatasi Kelemahan Etnografi: Suatu Elaborasi 
Tiap paradoks kebijakan dan kebudayaan perlu ditengahi agar 
kebijakan sebagai mekanisme peningkatan kesejahteraan dapat 
berjalan baik. Perspektif kebudayaan dalam kebijakan selama 
ini kurang diakomodasi. Padahal secara teoretis dan praktis, 
ada pendekatan yang mampu memasukkan budaya ke dalam ru-
musan dan implementasi kebijakan. Logosentrisme kuantitatif 
statistik deduktif dapat diimbangi dengan perspektif kualitatif 
induktif yang didasarkan pada pemahaman budaya. Nilai kebu-
dayaan lokal ini perlu didengar dan dinaikkan derajatnya sebagai 
skenario dan strategi perumusan dan pelaksanaan kebijakan36.

Salah satu pendekatan atau metode kualitatif induktif itu 
adalah etnografi. Etnografi berasal dari kata ethnos yang berarti 
‘bangsa’ dan graphein yang berarti ‘gambaran’.  Dengan demi-
kian, etnografi adalah gambaran bangsa di suatu tempat dan 
waktu. Gambaran ini mencakup segala aspek ke bu   dayaan37, 
berupa adat, struktur sosial, sistem budaya, ba hasa, world-
view, peralatan, aktivitas, dan gambaran fisik. Etnografi dalam 
peneli tian adalah deskripsi dan analisis tentang masyara kat 
yang didasarkan pada penelitian lapangan secara langsung dan 
mendalam38. Etnografi menyajikan data budaya bersifat rinci, Bu
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hakiki, dan mendalam. Dalam konteks pembangunan, informasi 
kebudayaan tersebut dapat menentukan jenis kebutuhan apa 
yang sesuai dengan dimensi emiknya39.

Aspek penting etnografi adalah kedalaman dan intensif 
temuan dan pemahaman tentang orang, organisasi, dan konteks 
tertentu40. Peneliti berada dalam waktu lama sehingga melihat 
apa yang dilakukan dan merasakan apa yang dialami subjek. 
Etnografi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya: 
(i) pemahaman mendalam, bukan data permukaan; (ii) data 
dari sumber utama dengan validasi tinggi; (iii) deskripsi yang 
kaya, spesifik, dan rinci; (iv) interaksi langsung yang berguna 
bagi langkah lanjutan; dan (v) kemampuan berso sialisasi  dengan 
kelompok budaya liyan41. Kelemahannya ada pada  waktu, 
ca kup an dan subjektivitas. Etnografi membutuh kan waktu le
bih lama, baik saat di lapangan maupun saat  meng analisis42. 
Kele mahan lain, cakupannya tidak luas karena fokus pada satu 
kelompok budaya saja. Artinya, peneliti hanya mengarah pada 
pengetahu an mendalam tentang konteks dan situasi tertentu43. 
Dalam soal subjektivitas, perspektif dapat dipengaruhi peneliti, 
dan sebaliknya pengaruh budaya subjek juga memengaruhi 
psikologis peneliti44.

Kelemahan teknis dapat diatasi dengan penyediaan waktu 
dan kesiapan peneliti. Hal krusialnya, soal subjektivitas yang 
membawa bias, mengganggu objektivitas, dan validitas pene-
li tian. Ada representasi subjektif yang berlebihan. Persoalan 
va liditas, reliabilitas, dan objektivitas normal science sering 
di hadapkan pada hasil etnografis yang dianggap subjektif. 
Bagi etnografer, ada upaya evaluasi proses dan hasil dengan 
standar tertentu, menguatkan kesejarahan dan budaya serta 
mencari kekuatan interaktif berbagai aspek kebudayaan. 
Saat kaitan itu didapatkan, subjektivitas peneliti pun terbatas.  
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Kelebihan dan kekurangan tersebut adalah karakter dari 
etnografi realisme atau konvensional, sebagaimana dikenalkan 
Malinowski45. Ada tiga ciri etnografi realis, yaitu (i) data bertum-
pu pada sudut pandang orang ketiga berdasarkan pengamatan 
partisipan. Peneliti tidak melibatkan refleksi pribadinya dan 
berupaya bertindak hanya sebagai peliput; (ii) data dipaparkan 
secara objektif dalam bentuk informasi terukur dan bebas bias, 
afiliasi politik, dan penilaian personal; (iii) pandangan subjek 
dituangkan dalam kutipan yang diedit tanpa mengubah makna. 
Peneliti menyatakan interpretasinya pada akhir laporan. Sifat 
dasarnya interpretatif peneliti atas subjek budaya. Sekalipun 
datanya kuat dan mendalam, tetapi etnografi realisme kental 
dengan “rasa diri” subjeknya. Kelemahan lain, etnografi realis 
tidak menghubungkan subjek teliti dengan struktur sosial lain, 
hingga keadaan subjek yang terbatas, terjajah, miskin dan 
marginal dipotret sebagai mekanisme internal budaya subjek. 
Dalam posisi tertentu, etnografi realis adalah romantisme dan 
penggambaran dunia maju atas bangsa yang dianggap kuno46.

Kelemahan etnografi realis khususnya terkait cakupan luas, 
rasa diri atau subjektivitas, interpretasi, hubungan sistem sosial 
liyan, dan tujuan inilah yang hendak diatasi oleh studi kasus 
dan etnografi kritis atau biasa disebut etnografi modern47. Studi 
kasus mencukupkan diri pada subjek dan aspek terbatas sehing-
ga  pemahaman lebih fokus daripada etnografi realis. Dalam 
prosesnya hampir tidak ada perbedaan dengan etnografi realis. 
Etnografi kritis diciptakan untuk memperjuangkan subjek dari 
penindasan, pemiskinan, marginalisasi, dan ketidakadilan yang 
disebabkan struktur dan sistem sosial tertentu, baik internal 
mau pun eksternal48. Secara umum memiliki lima ciri, yaitu 
(i) isu kekuasaan, dominasi, ketidakadilan, represi, hegemoni, 
dan pe nindasan sebagai perspektif; (ii) tujuan menghentikan 
marginali sasi atas subjek dengan cara bekerja sama, partisipasi, 
negosiasi laporan dengan partisipan, dan memberi bantuan saat Bu
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memasuki dan meninggalkan lapangan; (iii) interpretasinya 
dipengaruhi kebudayaan peneliti; (iv) posisi peneliti sebagai 
pemberdaya subjek untuk melawan status quo. Ada ketidak- 
objektifan/keti dak netralan peneliti; dan (v) laporannya variatif, 
berjenjang, dan kontradiktif karena ada keragaman metode49.

Dari lima ciri, kelemahannya terletak pada subjektivitas 
ber lebihan peneliti yang memengaruhi data dan interpretasi. Ia 
memosisikan keadaan subjek sebagai basis perjuangan, tetapi 
cara memahaminya melalui sudut pandang yang dimiliki pene-
liti. Hal lain, dimensi emik yang terungkap seolah tidak cacat di 
hadapan dimensi etik sehingga harus diterima oleh kebijakan. 
Subjek luar dianggap sebagai pihak bersalah atas keadaan subjek 
teliti. Kelebihannya, memperjuangkan subjek untuk berdaya dan 
memiliki akses pembangunan dan ke adilan. Tujuan ini selaras 
dengan pembangunan alternatif sebagaimana misi masyarakat 
sipil. Sayangnya, metode ini tidak menjadi jembatan emas 
dalam mengatasi paradoks kebijakan dan kebudayaan karena 
orientasinya pada dimensi emik yang dipaksakan oleh subjekti-
vitas peneliti berbeda budaya. Hal ini sama artinya  dengan 
menjerumuskan subjek dan kebudayaannya sebagai entitas tidak 
kompromis atas tujuan baik dari kebijakan pembangunan.

Menilik kelemahan dan kelebihan etnografi realis, studi ka
sus, dan etnografi kritis, diperlukan hadirnya etnografi yang ber-
tumpu pada objektivitas subjek dan kritisisme dalam memper-
juangkan subjek di tengah kebijakan. Pendekatan baru etnografi 
ini dapat dilabeli dengan terminologi “PostKritis”. Etnografi 
ini berpijak pada teori relativitas-subjektif Lyotard yang sarat 
dengan aspek kognisi50, khususnya simpati dan empati. Ia dapat 
menjadi jembatan untuk menengahi paradoks kebijakan dan 
kebudayaan sehingga memantik kesejahteraan subjek. Selain 
itu, pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi negara dalam 
me laksanakan tanggung jawab dan tujuan bernegaranya. Hal ini 
terlihat jelas pada aplikasi empat penelitian etnografi.  
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III. APLIKASI ETNOGRAFI POST-KRITIS

Ibarat hibriditas51, kebijakan adalah “bentuk kebudayaan baru” 
yang tercipta oleh kepentingan negara (dan pasar) dan berjumpa 
dengan kebudayaan lokal. Jika produk kebudayaan lokal tidak 
terpengaruh kepentingan negara, masyarakat akan sulit berubah. 
Perlambatan dampak negatif pembangunan pun dapat  dilakukan 
saat produk kebudayaan lokal dapat dikelola baik dan aktif oleh 
pelaku kebudayaan dan agen pembangunan. Pendekatan etno-
grafi post-kritis berperan dalam memetakan tiga dimensi kebi-
jakan, yaitu agen, bahasa, dan teknik politik52.

Dalam etnografi, membangun hubungan (rapport) pada 
proses bimbang, pengungkapan, kerja sama dan keterlibatan 
tertuju pada pemahaman yang didasarkan empati dan simpati53. 
Empati, proses mental kompleks yang melibatkan: (i) apa yang 
dirasakan (afektif); (ii) posisi diri sebagai orang lain (kognitif); 
dan (iii) menjadi orang yang merasakan (akurasi). Dalam proses 
empati, ada interaksi antaremosi, perspektif, dan akurasi yang 
menghasilkan simpati atas subjek54. Ada rasa keterlibatan  subjek 
ke realitas sehingga memahami perspektif dan emosi liyan, me-
nempatkan diri, dan seolah “menjadi subjek”. 

3.1 Empati dan Simpati dalam Aspirasi Kebutuhan Pelaku
Salah satu kelompok marginal dalam pembangunan adalah 
para napi di Lembaga Pemasyarakatan. Secara sosial, mereka 
hanya dikenalkan dengan kelompok individu dan ditundukkan 
dengan aturan formal-informal yang ditetapkan Bapake (sipir). 
Ketidakbebasan di ruang sempit melahirkan perilaku abnormal, 
dan secara sosial membahayakan diri dan orang lain saat bebas. 
Siksaan fisik dan tekanan psikologis atas individu selama di LP 
membentuk anomali sosial. Berbagai praktik budaya berkem-
bang mengekalkan hegemoni patron, dan menciptakan abnor-
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malitas55. Abnormalitas terjadi akibat keterbatasan napi di ruang 
sempit. Setiap gerak diawasi oleh sistem panopticon (pemben-
tuk bayangan) dari mekanisme informal. Politik ‘injak bambu’ 
para Bapake memungkinkan pengawasan dan keamanan terpe-
lihara. Namun, praktik ini tidak mengantarkan napi dan ‘lulusan 
penjara’ berubah baik sebagaimana tujuan awal sistem LP56.

Identifikasi masalah sebelumnya adalah pengalaman live in 
penelitian etnografi tiga bulan per tahun di Nusakambangan. Ia 
ibarat kelompok sosial dengan struktur dan sistem budayanya. 
Empati dan simpati ke penghuni dan masalahnya akibat hidup 
di ruang sempit muncul di tengah pemahaman kebijakan negara 
tentang LP. Dengan sudut post-strukturalis semiotika struktur 
ruang yang dikuatkan data etnografis post-kritis tentang sistem 
patron klien, praktik budaya, pembentukan mental dan persepsi 
atas ruang, peneliti melakukan relativisme subjektif terhadap 
kebutuhan subjek (napi) dan piranti LP tentang ruang. Hasil 
elaborasi itu adalah desain ‘penjara tanpa ruangan’ yang diuji- 
coba dan ditindaklanjuti hingga kini57. Desain ini didasarkan 
pada dimensi emik napi tentang kebebasan berekspresi pada 
lahan untuk budi daya pertanian dan produksi. Perwujudan 
atas ekspresi ini adalah bagian strategi pelaksanaan sekaligus 
indi kator pengawasannya. Setelah ada penilaian kualitatif peru-
bahan perilaku napi ke arah lebih baik dari desain ‘penjara tanpa 
ruangan’, mekanisme ini dianggap memenuhi kebutuhan subjek 
tanpa menafikan tujuan kebijakan pemasyarakatan.

3.2 Emik dan Etik dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan adalah permasalahan yang tidak mudah dientaskan 
oleh kebijakan. Berbagai faktor struktural dan kultural menjadi 
antitesisnya. Orang miskin dianggap kurang mengakses program 
karena mekanisme sosial dan aturan. Bank titil, keterbatasan 
tanah, dan kompensasi sosial menjadi penyebab kemis kinan. Bu
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Petani dan nelayan di Rembang kurang mendapat rembes an 
prog ram, seperti BLT, Raskin, PKH, dan lainnya58. Ada juga 
praktik sosial yang berusaha menahan laju kemiskinan, seperti 
ngenger (ikut orang), dem-deman (tanah terpesan), bagito (bagi 
rata), embung (bagi air), dan sistem jaringan kekerabatan lain. 

Identifikasi kemiskinan dan mekanisme sosial penahan laju 
kemiskinan diperoleh dari rasa empati dan simpati selama live 
in penelitian etnografi di Rembang. Praktik kebudayaan subjek 
diteliti untuk identifikasi kebutuhan, sekaligus untuk strategi 
pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut di tengah kebijakan 
pengentasan kemiskinan. Peneliti menghadir kan pengembangan 
empat modal budaya yang berperan dalam mengatasi  reproduksi 
kemiskinan59, yaitu (i) mendorong fungsi patron ke warga 
 miskin. Mekanisme sosialnya diambil dari praktik ngenger; (ii) 
pemanfaatan tanah milik orang kaya atau desa untuk livelihood 
system si miskin. Strateginya diambil dari praktik dem-deman; 
(iii) kebutuhan air bersih, diatasi  dengan tata kelola embung; dan 
(iv) ketidakmerataan bantuan diatasi dengan sistem bagito, yaitu 
model pembagian makanan saat di sawah dan siklus kehidupan60. 
Penerjemahan praktik budaya ke kebijakan dilakukan dengan 
mengelaborasi subjektivitas dari masyarakat dan perangkat unit 
pengelola kegiatan sebagai aktor kebijakan. Setelah mekanisme 
modal budaya be serta teknis pelaksanaan dan skenario tindak 
lanjut disepakati atas pertimbangan emik dan etik kebijakan, ia 
dikomunikasikan ke masyarakat luas, diujicobakan oleh UPK, 
dan diangkat ke Musrenbang61. Akhirnya, ia menjadi strategi 
penguatan kelembagaan sosial tradisi dalam mengatasi kemis-
kinan.

3.3 Elaborasi Aksi dan Sakralitas: Mekanisme Evaluasi 
“Hutan ini seolah tanpa batas. Liukan gunung tak menunjukkan 
tanda di mana orang Taa tinggal”. Penelitian etnografi pengo-
batan Tau Taa Vana di pedalaman Tojo Una-una mengantarkan 
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peneliti pada posisi memperjuangkan nasib, ulayat, dan klaim 
akses ekonomi dan kebudayaan62. Masalah sosial penambangan 
emas, penyerobotan tanah, dan perusakan Kaju Marangka’a 
 sebagai hutan sakral leluhur63, ditemukan sebagai bagian iden-
tifikasi masalah. Empati dan simpati hadir bersama saat live in. 
Di tengah derap pembangunan, masih ada warga negara yang 
hidup penuh keterbatasan dan dikorbankan untuk dan atas nama 
negara. Pembangunan jalan trans Sulawesi Tojo-Morowali akan 
melintasi hutan leluhur Kaju Marangka’a.

Seiring penelitian pengobatan64, perekaman kebutuhan 
hadir nya negara di tengah peningkatan kesejahteraan tanpa 
menghilangkan nilai sakralnya, dirumuskan dengan bebera pa 
kali mogombo (kesepakatan). Setelah rumusan itu disepakati 
dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan nilai bu-
dayanya, peneliti mengelaborasi rumusan emik itu dengan etik 
kebijakan terkait pembangunan wilayah komunitas adat terpen-
cil.  Konsepsi  givu ada bayar (sanksi adat) menjadi mekanisme 
negosiasi dan elaborasi usulan dan evaluasi. Tujuannya, untuk 
menguatkan daya tahan subjek dan menjadi alat negosiasi di 
hadapan liyan. Rumusan itu dibicarakan dengan masyarakat 
transmigran dan perangkat pemerintah untuk penyelesaian 
konflik tanah ladang ataupun jalan trans Sulawesi. Beberapa as-
pek terkait penjagaan nilai sosial budaya dan livelihood system 
subjek Tau Taa Vana berhasil disepakati. Bahkan, pemerintah 
menyetujui pengalihan rencana rute pembangunan jalan Trans 
Sulawesi dari lintasan Kaju Marangka’a ke Lengkasa yang 
dikhususkan sebagai lipu (wilayah) permukiman dan produksi. 
Givu ada bayar menjadi mekanisme penting pelaksanaan, penga-
wasan, dan skenario tindak lanjut. Terkait pemertahanan budaya 
termasuk praktik pengobatan dan perlindungan kekayaan bahan 
obat, Pemerintah Daerah Tojo Una-una mengeluarkan Peraturan 
Daerah Perlindungan Komunitas Adat No18/Perda/VIII/201365. 
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3.4 Rumusan Pendampingan dalam Pemajuan Kebudayaan 
Kelestarian bahasa budaya kelompok Kafoa di Alor  teran cam 
 kebijakan pengembangan bahasa nasional. Hilangnya  bahasa 
dae rah berarti hilangnya budaya. Woum (pepatah) dan upacara 
adalah dua praktik budaya yang terancam66. Belum lagi  virtue 
 ethic yang memiliki kekuatan bagi pelaku budaya.  Pepatah 
 “Yi dika yi balai dewaway, way gabang tahu oho, yaka go ma 
ruah go pidey” (kita keluarga, jangan pukul, karena semua 
satu  nenek), membangun praktik hidup harmoni. Hal ini 
 di kuatkan “Jika orang Islam membangun masjid, Kristen yang 
 membangun  fondasi. Jika orang Kristen membangun gereja, 
Muslim  meletakkan fondasinya” dan “Jika gunung runtuh, dua 
gereja menjadi benteng bagi dua masjid. Jika air laut naik, dua 
masjid menjadi benteng dua gereja”67.

Diawali empati dan simpati ke pengguna bahasa Kafoa yang 
terlampau miskin, saat itu niat mendampingi pemajuan budaya 
dan kehidupan muncul. Setelah empat tahun penelitian etnografi 
yang dibuktikan dengan buku, jurnal, modul, policy brief, dan 
film, sebagai rekaman permasalahan dan analisis kebutuhan, 
diteruskan ke pemerintah. Rumusan ini dibicarakan dengan 
tokoh adat sehingga mekanisme dan teknis pelaksanaan, penga-
wasan dan skenario tindak lanjut yang tidak bertabrakan dengan 
kebijakan ditetapkan. Pendampingan penyusunan aturan daerah 
pemajuan budaya dilakukan dengan aktif. Pemilihan  Dinas 
Pendidikan sebagai mitra kegiatan sangat strategis. Setelah 
pertemuan dan sidang secara intens, Peraturan Daerah No. 25/
PERDA/ IV/2016 keluar dan disambut gembira masyarakat 
Kafoa di Probur Utara. Hingga kini, modul ajar bahasa lokal 
setempat Kafoa yang dicetak ribuan eksemplar atas nama LIPI 
tetap diajarkan pada jenjang SD dan SMP seluruh Kabupaten 
Alor68. Sistem pembelajarannya diawasi dan didampingi lang-
sung para tetua adat dan Dinas Pendidikan. Bu
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IV. ETNOGRAFI POST-KRITIS: KONTRIBUSI 
TEORETIS PENDEKATAN BARU

Dalam konteks paradoks kebijakan dan kebudayaan, etnografi 
post-kritis dapat menjadi piranti mempertemukan keduanya. Hal 
ini tecermin dari empat penelitian seperti dipaparkan sebelum-
nya. Etnografi ini dilandaskan pada perspektif post-modernisme, 
khususnya teori relativisme-subjektif. Relativisme  diartikan se-
bagai pandangan atas nilai dan norma kognitif, estetika tergan-
tung pada sistem sosial atau konseptual subjek. Dua aspek 
kognitif, simpati dan empati dapat disebut drinking problem, 
sebagaimana istilah Handwerker69. Keduanya dapat memantik 
subjektivitas dan melahirkan kesadaran kritis peneliti dan para 
pihak. Relativisme bukan doktrin, melainkan konsepsi yang di-
tekankan dari pengalaman, pikiran, dan evaluasi bersifat  relatif.  
Dasar relativisme adalah filsafat yang tidak mengakui nilai 
 absolut. Ia adalah antitesis rasionalisme yang menekankan akal 
sebagai sumber pengetahuannya70.

Pendekatan etnografi post-kritis hakikatnya menjadikan 
ke bu dayaan lokal dengan dimensi emik dan kebijakan dengan 
dimensi etiknya tetap berada pada tataran subjektivitasnya. 
Demikian juga para peneliti yang akan melihat dua sisi berbeda 
itu. Masing-masing memiliki kepentingan subjektif yang bisa 
dipertemukan atau dinegosiasikan. Terlebih aktor pada dua sisi 
berbeda tetap individu yang terikat subjektivitas, dan peneliti 
pun memiliki subjektivitasnya. Keadaan ini senada dengan per-
nyataan Schuon bahwa aksioma relativisme adalah individu yang 
tidak bisa lepas dari subjektivitas71. Dalam kajian budaya, tiap 
budaya memiliki cara pandang masing-masing tentang dunia72. 
Artinya, subjek penerima manfaat, aktor kebijakan, dan peneliti 
pun memiliki subjektivitasnya. Dalam etnografi post-kritis, tiga 
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aktor bersama merelatif-subjektivitasnya agar semua kepenting-
an bisa terakomodasi dengan baik. Kepentingan itu mencakup 
(i) virtue ethic kebudayaan diangkat sebagai bagian kebijakan; 
(ii) nilai, misi, dan tujuan kebijakan dapat diterapkan, dan (iii) 
peneliti mendorong subjek mendapatkan akses pembangunan 
dan bahkan ia menjadi mediator dari capaian tujuan kebijakan.

Etnografi post-kritis tidak semata mengutamakan kelompok 
subjek, tetapi juga ada kemauan dan kemampuan memperte-
mukan kepentingan subjek yang memiliki dimensi emik dengan 
kebijakan yang memiliki dimensi etik. Etnografi post-kritis men-
dorong peneliti memperjuangkan subjek dengan  subjektivitas 
melalui empati dan simpati, dan membawanya pada celah 
advokasi dan pemberdayaan berdasar virtue ethic yang ada. 
Tidak berhenti pada dimensi emiknya, analisis mendalam atas 
hegemoni struktural dan politik dari kebijakan pun dipahami 
secara mendalam, dan dicari titik lemah ataupun celah yang 
memungkinkan dimensi emik dapat memasukinya. 

Peneliti etnografi post-kritis berdiri pada kesadaran bahwa 
kebijakan sarat dengan dimensi etik serta cara berpikir yang 
deduktif dan umum sehingga langkah penelitiannya harus 
berada di garda terdepan untuk memberi masukan perumusan 
ke bi jakan, khususnya analisis kebutuhan subjek dan potensi 
emik pada kebijakan. Ia pun harus tetap berada di garda tengah, 
sebagai pemberi solusi implementasi kebijakan berdasarkan 
mekanisme internal subjek. Terakhir, ia pun terlibat aktif pada 
garda akhir, yaitu evaluasi dan usulan tindak lanjut kebijakan. 
Penebalan empati dan simpati atas subjek dan komprominya 
dengan kebijakan berlangsung selama berada di tiga garda itu. 

Tujuan penelitiannya yaitu menjaga subjek dari ketidakadilan 
dan agar mendapat akses pembangunan sekaligus mengawal ke-
bijakan pro-poor yang sesuai dengan jati diri subjek. Sementara 
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sisi tengah sebagai bentuk relativism subjektivitasnya, peneliti 
menjalankan visi ilmu pengetahuan, terlibat kebijakan dan pem-
berdayaan. Praktik ini menempatkan etnografi post-kritis mampu 
mengatasi paradoks pembangunan dan kebudayaan yang selama 
ini menghantui hubungan antara negara dan warga negaranya. 
Etnografi post-kritis berangkat dari tanggung jawab etis dalam 
mengurus proses yang tidak layak ada atau ketidakadilan, tanpa 
harus meninggalkan tanggung jawab emiknya terhadap subjek 
dan karakter dirinya sebagai peneliti.

Subjektivitas peneliti, baik berasal dari atau menimbulkan 
empati dan simpati itu penting, bahkan menjadi nilai lebih dari 
etnografi postkritis. Keduanya diperoleh dari praktik etnografi, 
yaitu tinggal bersama untuk memahami situated knowledge 
subjek73. Empati dan simpati juga menjadi dasar perjuangan 
terhadap subjek di tengah kebijakan. Keberadaannya menjadi 
otoritas etnografis yang memantik perhatian aktor kebijakan 
sehingga peduli dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan 
subjek74. Subjektivitas peneliti mengarah pada kritisisme yang 
mengangkat keterbatasan subjek. Konsep ‘mengangkat subjek’ 
tanpa meninggalkan kebijakan dalam tulisan advokasi, pen-
dampingan, dan intervensi akan menjadi karakter utama dari 
pendekatan atau metode etnografi post-kritis. 

Dengan demikian, subjektivitas peneliti direlatifkan saat ber-
hadapan dengan liyan dalam bentuk kebijakan dan aktornya untuk 
diakomodasi subjek teliti. Ujungnya, memperjuangkan subjek 
agar mendapat keadilan dan kesetaraan, tanpa harus melakukan 
perlawanan frontal ke liyan. Perjuangannya lahir dari subjekti-
vitas yang berakar dari empati dan simpati  walaupun prosesnya 
tetap pada relativismesubjektivitas. Etnografi post- kritis adalah 
tawaran pendekatan atau disiplin baru dengan ka rak ter ‘pene-
litian perjuangan subjek yang menggandeng liyan’. Etnografi 
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ini menunjukkan paradigma pada aspek tujuan. Kelahirannya 
berbeda dengan etnografi digital dan bentuk  lainnya. Etnografi 
post-kritis menjadikan isu kontemporer, subjek komunitas dan 
non-komunitas seperti komunitas adat, marginal, minoritas, 
pengobatan, bahasa, kemiskinan, kuliner, bencana75, dan lainnya 
menjadi pintu masuk penelitian76.

Secara keseluruhan, prinsip dasar pendekatan etnografi 
post-kritis adalah menghadirkan empati dan simpati yang kuat 
dalam proses penelitian, sejak membangun rapport sampai 
akhir kebersamaan dengan subjek, khususnya saat berhadapan 
dengan liyan. Relativitas subjektivitas empati dan simpati yang 
ada dikapitalisasi aktif dalam mengatasi paradoks internal 
ke budayaan ataupun paradoks eksternal dengan liyan seperti 
kebijakan dan program. Sementara itu,  unsur utama pendekatan 
post-kritis, yaitu (i) pemahaman mendalam atas hibriditas dari 
substansi subjek. Unsur ini didasarkan pada axioma bahwa 
kebudayaan apapun mengalami dinamikanya. Salah satu proses 
dinamika budaya adalah hibriditas77, dan produk kebudayaan 
yang dihasilkannya adalah produk hibrid78. Artinya, peneliti 
memiliki pemahaman mendalam terkait sejarah dan proses 
suatu kebudayaan yang memiliki dimensi emik atau etik bagi 
kebudayaan formal. Keduanya memiliki karakter hibriditas 
atau keduanya saling berjumpa, bernegosiasi, berdialog, dan 
menemukan puncak yang dianggap baik dan menjawab ke-
pen  tingan subjek; (ii) menghadirkan dan menguatkan aspek 
kognisi sehingga kepekaan dan kepedulian peneliti atas subjek 
internal (masyarakat) dan subjek eksternal (aktor kebijakan) 
dapat terpahami dengan baik. Tekanan utama aspek kognisi ini 
adalah pada empati dan simpati subjektif yang terelatifkan dan 
tetap bertumpu pada kepentingan subjek kebudayaan internal. 
Empati dan simpati hadir pada tiga proses kedekatan dengan 
subjek, yaitu saat attention (perhatian gejala awal), encoding 
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(perekaman-internalisasi gejala), dan retrieval (pembanding/
penceritaan)79; dan (iii) ikhtiar memperjuangkan subjek dan 
mengelaborasi liyan dalam kepen tingan subjek. Unsur ketiga 
ini adalah karakter etnografi kritis. Sayangnya, ia dipenuhi jiwa 
pembangkangan atas status quo dan dimensi etik. Sementara itu, 
etnografi post-kritis berusaha menghadirkan liyan sesuai dengan 
dimensi emik, atau sebalik nya. Tiga unsur utama ini menjadi 
pembeda dari dua pendekatan etnografi lainnya.

Proses implementasinya hampir sama pada tahapan  etnografi 
umum, yaitu (i) mengidentifikasi tujuan dan tipe rancangan 
sesuai masalah riset; (ii) membicarakan persetujuan dan akses; 
(iii) menggunakan prosedur pengumpulan data yang tepat dan 
sarat dalam membangun hubungan dengan subjek (rapport); 
(iv) menganalisis dan menginterpretasi data sesuai temuan 
grounded; dan (v) menyusun laporan sesuai rancangan80. Hal 
yang membedakan adalah pada setiap tahapan itu disertai pene-
balan kognisi sosial peneliti berupa empati dan simpati yang 
direlatifkan subjektivitasnya. Caranya adalah dengan memiliki 
kepedulian atas subjek, yaitu mengangkat dimensi emik sebagai 
kekuatan utama. Namun, di sisi lain, ia memiliki kekuatan nego-
siasi ketika berhadapan dengan liyan. 

Akhirnya, dengan pendekatan baru ini, peneliti dapat secara 
maksimal menjadi mediator dari capaian tujuan kebijakan 
dengan harapan emik kelompok subjek telitinya. Produksi pe-
nge tahuan berimbas praktis seperti itu hanya didapatkan dari 
pendekatan dan praktik etnografi post-kritis. Tidak hanya itu, 
intervensi budaya yang menguatkan subjek tanpa meninggalkan 
liyan pun menjadi bagian tidak terpisahkan dari keunggulan 
pendekatan baru ini.
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V. MENENGAHI PARADOKS KEBIJAKAN: 
KONTRIBUSI PRAKSIS PEMBANGUNAN

Dalam konteks pembangunan, pendekatan etnografi post- kritis 
dapat berkontribusi praktis bagi upaya mengelaborasi “visi, 
 produk, dan aktor” yang berbeda dan dapat menjembatani para-
doks kebijakan dan kebudayaan lokal. Pendekatan ini dapat me-
nengahi tiga kemungkinan, yaitu (i) kebijakan akan masuk se-
bagai mekanisme produk kebudayaan lokal sehingga  masyara kat 
akan menerima dan mendukung kebijakan yang ada. Jika kebi-
jakan telah menjadi bagian dari dimensi emiknya, mekanisme-
nya akan sesuai dengan piranti sosial budayanya; (ii) produk 
kebudayaan lokal dapat mengakomodasi kebijakan,  dalam hal 
ini dapat tumbuhnya suatu produk budaya hibrid. Sekalipun 
dianggap berbeda, kepentingan dan tujuan dari kebijakan akan 
diadopsi dan diadaptasi oleh kebudayaan; dan (iii) produk kebu-
dayaan tidak terpengaruh oleh kebijakan. Keduanya seolah ber-
jalan masing-masing, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu 
menjaga masyarakat atau kelompok targetnya untuk mengakses 
pembangunan. Semuanya berujung pada kepentingan subjek di 
tengah visi dan misi pembangunan. 

Dalam konteks ini, pemangku kepentingan, khususnya 
peme  rintah, pekerja sosial, dan fasilitator kebijakan dan program 
berusaha merelatifkan subjektivitasnya agar semua kepentingan 
dapat terakomodasi dengan baik. Kepentingan itu mencakup (i) 
virtue ethic kebudayaan lokal yang  diangkat sebagai bagian ke-
bijakan; (ii) misi dan tujuan kebijakan dapat diterapkan, dan (iii) 
mendorong masyarakat, khususnya kelom pok marginal, rentan 
dan miskin untuk mendapat akses pembangunan. Cakupan itu 
dapat diterjemahkan ke dalam proses identifikasi kebutuhan, 
strategi pelaksanaan, pengawasan implementasi, dan skenario 
pembangunan berkelanjutan. Bu
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VI. KESIMPULAN

Penelitian adalah sarana penting perumusan dan penetapan dasar-
dasar implementasi kebijakan dan program pembangunan yang 
menyejahterakan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, 
empat tujuan negara Indonesia diharapkan akan tercapai.  Orasi 
ini berusaha mengaitkan paradoks kebijakan dan kebudayaan 
yang dihadapi oleh negara meskipun ada beberapa kelemahan 
dari pendekatan etnografi. Namun, pendekatan ini adalah satu 
pendekatan strategis dalam menyodorkan data emik kualitatif 
induktif yang memadai bagi arah pembangunan. Berdasarkan 
dua kenyataan itu, orasi ini berada pada dua tataran, yaitu (i) 
etnografi post-kritis sebagai tawaran pendekatan baru, dan (ii) 
upaya membangun jembatan emas untuk menengahi paradoks 
kebijakan dan kebudayaan. 

Karena sejumlah kelemahan, pendekatan etnografi realis 
dan kritis saat ini perlu direvitalisasi. Etnografi post-kritis 
diajukan sebagai pendekatan baru yang ditengarai lebih tepat 
dan kon tekstual difungsikan sebagai “jembatan emas” atau 
“representasi hibriditas” dalam mengatasi paradoks kebijakan 
dan kebudayaan pada masa kini. Secara konseptual, nilai pem-
beda ( discriminating value) etnografi post-kiritis dibandingkan 
etnografi lain terletak pada upaya mengangkat perspektif emik 
berbasiskan kebudayaan lokal di tengah tujuan dan pemahaman 
etik. Ia berusaha mengatasi paradoks internal dan eksternal 
kebudayaan diri atau saat berhadapan dengan liyan, dengan 
serangkaian upaya relativisme subjektif. Elaborasi ini dapat 
masuk ke dalam bahasa teknis kebijakan. Untuk tujuan itu, 
pen dekatan etnografi post-kritis menekankan pentingnya empati 
dan simpati dalam proses penelitian dan pendampingan. Dalam 
kapasitas ini, peneliti bertindak sebagai mediator kepentingan 
kelompok subjek dengan pemangku kepentingan. Bu
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VII. PENUTUP

Etnografi realis dan kritis adalah metode dan pendekatan dalam 
tradisi antropologi. Namun, keduanya memiliki kelemahan dan 
kelebihan, khususnya saat dihadapkan pada isu kebijakan dan 
dimensi etiknya. Elaborasi keduanya menghasilkan  paradigma 
etnografi post-kritis yang bertumpu pada relativisme  subjektif 
yang memanfaatkan empati dan simpati. Tujuannya untuk 
memantik budaya menuju kebijakan. Desain ini merupakan 
satu  karakter kajian budaya yang bertumpu pada pendekatan 
postmodern yang tidak menghendaki makna artifisial.  Etnografi 
post-kritis dapat menjadi paradigma baru kajian budaya dalam 
menjawab persoalan pemahaman budaya di tengah derap pem-
bangunan. 

Saat paradoks kebijakan dan kebudayaan menyebabkan 
kemiskinan, marginalitas, dan eksklusi sosial dalam posisi ilmu-
wan kajian budaya, dapat dinyatakan bahwa etnografi post-kritis 
yang kental dengan perspektif kajian budaya bertumpu pada 
kekuatan kualitatif untuk mendapatkan makna struktur penga-
laman subjek atas paradoks kebijakan dan kebudayaan. Pema-
haman mendalam tersebut didasarkan pada berpikir dinamis, 
kritis, plural, kontekstual, lokal, dan tidak linear-statis. Dalam 
konteks pembangunan, etnografi post-kritis mempertemukan di-
mensi etik kebijakan dan dimensi emik kebudayaan. Pertemuan 
keduanya diibaratkan sebagai produk hibrid pada fenomena 
representasi hibriditas, yang memungkinkan hadirnya silang 
budaya dan proses penerimaan yang memiliki budaya berbeda. 

Kolaborasi etnografi dari tradisi antropologi dan kajian bu-
daya yang sarat kritisisme sekaligus menjadi etnografi post-kritis, 
berguna bagi kepentingan penelitian untuk ilmu pengetahuan, 
kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, peneliti 
dapat hadir di tengah masyarakat dan menjadi agen pencapaian 
empat tujuan bernegara pada masa sekarang dan yang akan 
datang.
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